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Ana Fitrotun Nissa, 2020, Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Jumlah Wajib Pajak 
Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perubahan penghasilan tidak kena pajak dan 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang harus ditanggung termasuk jumlah 
wajib pajak yang efektif atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 UU No 36 Tahun 2008 memiliki potensi untuk meningkat. Penelitian ini 
dilakukan di KPP Pratama Tegal dengan menggunakan penduduk lokal sebagai 
pembayar pajak yang menerima Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 
atau menggunakan sampel jenuh atau semua pajak penghasilan penduduk (PPh) 
sebagai responden di KPP Pratama Tegal saat mengambil periode 2019.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerja lapangan dengan 
mengunjungi kantor KPP Pratama Tegal dan Wajib Pajak Badan sebagai objek 
penelitian untuk melakukan survei pada penduduk lokal sebagai pembayar pajak 
termasuk orang-orang yang bekerja dengan status pendapatan tidak kena pajak. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah pendapatan tidak kena pajak 
(PTKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak 
penghasilan berdasarkan pasal 21. Selain itu, ada nilai beta positif, yang 
menunjukkan bahwa tingkat Penghasilan kena pajak menambah peningkatan 
pajak penghasilan dari Pasal 21. Sebagaimana dicatat,  penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan jumlah pembayar pajak yang 
efektif secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak penghasilan pasal 21 
dan memiliki nilai beta positif juga, menunjukkan bahwa pembayar pajak yang 
lebih efektif memiliki efek meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari pasal 
21 menjadi kenyataan. 
 
 
Kata Kunci : Penghasilan tidak kena pajak (PTKP), wajib pajak orang 










Ana Fitrotun Nissa, 2020, The Effects of Changes in Non-Taxable Income, 
Compliance of Personal Taxpayers, and the Number of Effective Taxpayers 
on Income Tax Receipt Article 21. This study aims to determine changes in non-
taxable income and compliance of individual taxpayers who must be borne 
including the number of effective taxpayers on income tax as referred to in Article 
21 of Law No. 36 of 2008 has the potential to increase. This research was 
conducted at Tegal Pratama KPP by using local residents as taxpayers who 
received Income Tax (PPh) based on Article 21 or using a sample of saturated or 
all residents income tax (PPh) as respondents in Pratama Tegal KPP when taking 
the 2019 period. 
 
The method used in this research is fieldwork by visiting the Tegal Primary Tax 
Office and Corporate Taxpayer as the object of research to survey local residents 
as taxpayers including those who work with non-taxable income status. The data 
analysis technique used is multiple linear regression. 
 
The results of this study reveal that the amount of non-taxable income (PTKP) has 
a significant effect on income tax revenue under article 21. In addition, there is a 
positive beta value, which indicates that the level of taxable income adds to the 
increase in income tax from Article 21. As noted , this research shows that 
compliance of individual taxpayers significantly influences income tax article 21 
and the number of effective taxpayers significantly influences income tax income 
article 21 and has a positive beta value too, indicating that more effective 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan iuran resmi yang wajib kepada setiap warga disuatu 
negara yang kontraprestasinya bersifat tidak langsung. Penerimaan pajak bagi 
suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang sangat penting. Dalam 
proses menghimpun dan menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib 
pajak, Direktorat jendral pajak menerapkan beberapa aturan yang harus 
dibayarkan diantaranya adalah biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak 
(ptkp) dan tariff pajak berlapis yang dikenakan kepada penghasilan kena 
pajak wajib pajak orang pribadi. Terciptanya keadilan pada setiap wajib pajak 
mulai dari wajib pajak berpenghasilan tinggi sampai dengan wajib pajak yang 
berpenghasilan menengah merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib 
pajak orang pribadi (wpop) supaya tercipta keadilan dan masyarakat tidak 
terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya (lewa, kalangi, & 
Pontoh, 2018).  Setiap tahun pemerintah berusaha untuk  memaksimalkan 
penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi 
tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara 





penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal 
mewujudkan pembangunan negara (Wulandari, Rizki, 2015). 
Salah satu pajak yang sering mengalami perbaikan, penyesuaian dan 
perubahan adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikeluarkan 
atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran 
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang  dilakukan oleh wajib 
pajak orang pribadi dalam negeri (Malik, Angeline; Sumarsan, Thomas; 
Siahaan, Septony B, 2017) 
Self assessment system merupakan acuan pemungutan pajak di 
Indonesia. Namun dalam praktiknya sulit dijalankan , bahkan sering disalah 
gunakan oleh wajib pajak. Dibuktikan dengan wajib pajak yang sengaja tidak 
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, sehingga wajib pajak yang 
lainya mengikuti. Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena 
secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang 
mengakibatkan berkurangnya penyetoran pajak pada Kas Negara (Simamora, 
Patar; Suryaman, Deni, 2015). 
Dalam Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, fiskus melakukan 
ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi dapat 
ditempuh dengan cara Meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, 
sedangkan intensifikasi bisa ditempuh melalui peningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak, pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap 





pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan 
hukum (Lainutu, 2013). 
Suatu dana yang dihimpun dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan 
dana dari rakyat atas kepemilikan sebuah objek yang dikenal dengan pajak 
adalah salah satu sumber pendapatan. Pajak adalah salah satu sumber 
penerimaan terbesar negara Indonesia. Pajak dalam negeri diklasifikasikan 
oleh pemerintah ke dalam beberapa bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan 
kepemilikan objek daripada Wajib Pajak. Pajak dalam negeri meliputi Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 
Bea Cukai dan Pajak lainnya. Setiap jenis Pajak memiliki kontribusi yang 
berbeda-beda terhadap Kas Pemerintah. Berdasarkan data yang didapatkan 
dari Nota Keuangan dan APBN, pada tahun 2010 penyumbang terbesar 
terhadap Kas Pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh) dengan nilai Rp. 
362,2 triliun. Hasil ini didapatkan dari kontribusi dua sektor Pajak 
Penghasilan, yaitu Migas sebesar Rp. 55,4 triliun dan Non Migas sebesar Rp. 
306,8 triliun. (Lainutu, 2013). 
Wajib pajak memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran 
sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut pasal 1 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan 
dijelaskan bahwa “wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 





pajak tertentu”. Berdasarkan Surat Edaran Drijen Pajak Nomor SE-
89/PJ/2009 menerangkan bahwa wajib pajak efektif merupakan wajib pajak 
yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. 
Masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundangundangan 
yang berlaku, salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) terdaftar adalah 
membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang 
berlaku, tetapi pada kenyataannya sebagaimana diketahui banyak WP 
terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara 
lain non aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, dari penjelasan 
tersebut maka terbentuk istilah WP Efektif dan WP Non Efektif yang sesuai 
dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang 
Kriteria WP Efektif dan Non Efektif. Dalam hal ini dijelaskan bahwa WP 
Efektif merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya 
yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan, 
sedangkan WP Non Efektif merupakan Wajib Pajak yang tidak memenuhi 
persyaratan kewajiban perpajakannya yang terlihat dari tidak dipenuhinya 
penyampaian SPT Masa dan Tahunan (Astuti & Rusdianto , 2013) 
Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah 
satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua 





dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut 
tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada 
khusunya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu negara dan 
juga semua masyarakatnya, atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar 
akan pajak (Susanti & Andi, 2018). 
Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan yang diterima oleh DJP Kanwil 
Jawa Tengah 1 per 8 Januari 2020 menunjukkan realisasi penerimaan pajak 
tahun 2019 mencapai Rp27,6 triliun atau 86,8 persen dari target sebesar 
Rp31,8 triliun. Dengan postur penerimaan tersebut selisih antara realisasi 
dengan target (shortfall) mencapai Rp4,2 triliun. Kepala Bidang Hubungan 
Masyarakat dan Penyuluhan Kanwil DJP Jateng 1 Mulyanto Budi Santoso 
menyatakan bahwa shortfall penerimaan pajak ini merupakan imbas dari 
kondisi perekonomian yang mengalami tekanan. Kondisi ekonomi secara 
nasional yang mengalami tekanan cukup berpengaruh ke perekonomian 
daerah. Lesunya aktivitas ekonomi telah secara langsung berimbas ke 
penerimaan pajak. Pelemahan aktivitas perdagangan, misalnya, telah 
menyebabkan setoran pajak dari sektor tersebut mengalami penurunan. 
Indikasi penurunan aktivitas perdagangan bisa dilihat dari penurunan impor 
non migas Jateng per November 2019 yang menurut Badan Pusat Statistik 
Jawa Tengah turun sebesar 21,66 persen year on year. Begitupula dengan 
aktivitas ekspor yang juga mengalami penuruman secara month to 





Kanwil DJP Jateng 1 berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) senilai 
Rp13,9 triliun. Sementara pajak penghasilan atau PPh tercatat senilai Rp13,2 
triliun. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Silaban, 2015)  dan (Lewa, Kalangi, & 
Pontoh, 2018) menyatakan bahwa Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan PPh pasal 21 orang pribadi terdapat 
hasil yang berbeda. (Silaban, 2015) melakukan penelitian pada KPP Pratama 
Lubuk Pakam dan mengalami peningkatan  realisasi Penerimaan PPh pasal 21 
sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terdahap Penerimaan 
PPh Pasal 21. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Lewa, Kalangi, & 
Pontoh, 2018) menyatakan perubahan PTKP menurunkan capaian realisasi 
Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2016 dan tahun 2017 sehingga perubahan 
PTKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. Untuk penelitian 
terdahulu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak  berdasarkan hasil penelitian dari 
(Rahmawati, Kusnandi, & Ariningrum, 2016) menghasilkan bahwa 
Kepatuhan wajib pajak meningkatkan realisasi  Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 sehingga Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Kedaton. 
Penelitian terdahulu Wajib Pajak efektif berdasarkan hasil penelitian dari 
(Astuti & Rusdianto , 2013) dan (Susanti & Andi, 2018) terdapat hasil yang 
sama . (Astuti & Rusdianto , 2013) melakukan penelitian di KPP di 





mengalami peningkatan pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
sehingga Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21. (Susanti & Andi, 2018) melakukan penelitian di KPP 
Pratama Serang mengalami kenaikan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
sehingga Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan temuan penelitian 
terdahulu dengan kesimpulan yang berbeda-beda, maka penulis bermaksud 
untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Perubahan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 
dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal Tahun 2015-2019)”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh positif 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP 
Pratama Tegal ? 
2. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP 





3. Apakah Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh positif terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Tegal ?  
C. Tujuan 
Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh positif perubahan penghasilan tidak kena 
pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
2. Untuk mengetahui pengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
3. Untuk mengetahui pengaruh positif jumlah wajib pajak efektif terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 
pengetahuan ilmu ekonomi serta pemahaman lebih khususnya metodologi 
penelitian tentang pajak dan pajak penghasilan, serta bisa digunakan untuk 
landasan bagi penulis di bidang yang sama di masa yang akan datang 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi penulis 
Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan pengetahuan bagi 
penulis tentang keterkaitan antar teori yang diperoleh dengan 





b) Bagi wajib pajak 
Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan suatu informasi 
mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan 
kewajiban perpajakan perusahaan. 
c) Bagi masyarakat 
Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas 
mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 serta cara perhitungan dan 
pelaporannya. 
d) Bagi pemerintah 
Sebagai masukan pada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah 
perbaikan dan peningkatan kinerja atau menetapkan suatu kebijakan 










A. Landasan Teori 
a) Gambaran Umum Perpajakan 
1.1  Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran atau pungutan wajib kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
imbalan dan yang langsung dapat ditunjuk, gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk 
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama 
(Waluyo, 2008). 
Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan 
pajak, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat 
dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota 
masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang 
berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau 
macam-macam pajak yang berlaku dinegaranya, tata cara pembayaran 








1.2  Fungsi Pajak 
Budiman (1991:12) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak yaitu 
sebagai berikut :  
b) Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Fungsi pajak merupakan salah satu sumber dana yang diperuntukan 
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik rutin 
maupun pembangunan. Sebagai contoh : APBN sebagai penerimaan 
dalam negeri. 
c) Fungsi Mengatur (Reguler) 
Fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur 
kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai contoh : pajak yang 
lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang 
mewah  
1.3  Jenis Pajak 
Menurut Waluyo (2011) dan Resmi (2013) pajak dapat 
dikelompokkan ke dalam  tiga kelompok, adalah sebagai berikut:  
1. Menurut golongan atau pembebanan 
2. Menurut sifat 
3. Menurut pemungut dan pengelolanya 
b) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
2.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Menurut Resmi, Siti (2013) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 





menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, 
penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena 
Pajak. Pada prinsip tersebut biaya yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto yaitu biaya yang memiliki hubungan langsung dan 
tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, 
dan memelihara penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang 
pembebanannya boleh dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama 
masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 
 
2.2  Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Berikut tariff PTKP 2017 sesuai dengan peraturan PTKP Terbaru 
2016 yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK : 101/PMK.010/2016 
nilainya adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.2.1 
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 2017 
 
Deskripsi Tarif PTKP 2017 Notes 
Wajib Pajak (WP) 54.000.000,- WP Pribadi 
+WP Kawin 4.500.000,- Menikah 
+Tanggungan 4.500.000,- Maksimal 3 
+Pasangan 54.000.000,- Penghasilan Digabung 
 










c) Pajak Penghasilan Pasal 21 
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 
Menurut Sari, Diana (2013), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh 
yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa 
gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran 
lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam 
negeri sehubungan dengan  pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan 
orang pribadi tersebut. 
Menurut Djoko, Muljono (2010) yang dimaksud dengan pajak 
penghasilan adalah sebagai berikut: “Pajak Penghasilan (PPh) adalah 
pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun luar Indonesia, yang bisa dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama 
dan dalam bentuk apapun”. 
 
3.2  Pemotongan Pajak Pnghasilan Pasal 21 
Pemotong PPh pasal 21 yang diberi kuasa untuk melakukan 
pemotongan pajak berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 dapat 
disimpulkan bahwa pemotong PPh pasal 21 dilakukan oleh badan yang 
melakukan pemberian kerja kepada seseorang, sehingga seseorang 
tersebut mendapatkan penghasilan yang nantinya akan dipotong oleh 






3.3  Wajib Pajak Penghasilan 
Menurut Mardiasmo (2011) menerima penghasilan yang dipotong PPh 
pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan : 
a. Pegawai 
b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pensiun, 
tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisannya. 
c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 
d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 
sehubungan dengan keiukutsertaan dalam suatu kegiatan. 
Jadi berdasarkan paparan diatas, yang menerima penghasilan dipotong 
adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari suatu kegiatan-
kegiatan tertentu, yang dimana kegiatan tersebut memiliki pihak yang 
bertanggungjawab dalam pelaksanannya, sehingga seseorang tersebut 
diberikan penghasilan yang nantinya akan dipotong langsung oleh pihak 
yang bertanggungjawab tersebut. 
 
3.4   Objek Pajak Penghasilan 
Dalam pasal 3 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-
31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan Pajak 21 adalah : 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, 
uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, 





istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan 
pendidikan anak, beasiswa, dan penghasilan teratur lainnya dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa 
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, 
tunjangan tahun baru, bonus, dan penghasilan sejenis yang sifatnya 
tidak teratur. 
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. 
d. Upah tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau 
Jaminan Hari Tua. Dan Pembayaran lain yang sejenisnya. 
e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. 
 
3.5  Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21 
Mardiasmo (2011) menyatakan tarif pajak yang berlaku dan 
penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan adalah sebagai berikut : 
a. Tariff berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan 
Kena Pajak dari : 
 Pegawai tetap 





 Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara 
bulanan 
 Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat 
berkesinambungan 
Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar : 
Bagi pegawai tetap : 
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar 
penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto 
dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan : 
 Biaya Jabatan 
 Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada 
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 
Bagi penerima pensiun berkala : 
Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun 
berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya 
penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi 
dengan biaya pensiun. 
b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap 
atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah 





tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU 
Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas : 
 Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp.150.000,00. 
atau 
 Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya 
dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender 
telah melebihi Rp.1.320.000,00. 
Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan 
kalender telah melebihi Rp.6.000.000,00. PPh Pasal 21 dihitung 
dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah 
Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 
c. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah 
kumulatif dari : 
1. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto 
dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai 
(selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat 
berkesinambungan yang memenuhi ketentuan : 
 Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP 
 Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja 
dengan Pemotong PPh pasal 21 
 Tidak memperoleh penghasilan lainnya 





Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang 
dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto. 
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 
2. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh 
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 
dan aktuaris. 
PPh Pasal 21 = (50% x Penghasilan bruto) x tarif Ps 17 UU PPh 
3. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang 
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota 
dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 
sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 
4. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, 
gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur 
yang diterima atau dieroleh mantan pegawai. 
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh 
5. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh 
peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, 
dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan. 





d. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah 
penghasilan bruto : 
 Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang 
tidak bersifat berkesinambungan  
 Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak 
dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. 
e. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama 
apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai 
berikut : 
 Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto dari PNS 
Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI 
Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. 
 Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dari PNS 
Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 
Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya. 
 Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi 
Pejabat Negara, PNS Golongan Pangkat IV, Anggota TNI, dan 
Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan 











Tarif Pajak Penghasilan 
 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp.50.000.000,00. 5% 
Diatas Rp.50.000.000,00. Sampai dengan 
Rp.250.000.000,00.  
15% 
Diatas Rp.250.000.000,00. Sampai dengan 
Rp.500.000.000,00. 
25% 
Diatas Rp.500.000.000,00. 30% 
 
d) Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif 
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 yang 
telah diperbaharui dengan Surat Edaran Dijen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 
Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif dengan pengertian sebagai 
berikut : 
1. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban  
perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan sebagaimana mestinya. 
2. Wajib pajak non efektif adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun 
penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan sesuai dengan 





dapat diaktifkan kembali. Sebagaimana telah ditegaskan dalam surat 
edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-89/PJ/2009, wajib pajak 
non efektif sebagai berikut : 
a. Selama tiga tahun berturut–turut tidak pernah melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak 
maupun penyampaian SPT Masa dan atau SPT Tahunan. 
b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/bubar tetapi belum ada 
surat keterangan resminya. 
c. Tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya. 
d. Wajib pajak secara nyata tidak menunjukan kegiatan usahanya.  
e) Wajib Pajak Orang Pribadi 
Wajib Pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki 
penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
Menurut Suandy, Erly (2016) Wajib Pajak Orang Pribadi  yaitu Orang 
Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut 







B. Penelitian Terdahulu 
 
Nama Peneliti Judul dan Metode 
Penelitian 







Judul :  
Analisis perubahan 
tarif penghasilan tidak 
kena pajak (PTKP) 
Tahun 2015 dan 





Metode Penelitian : 
kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif   
Sampel : 
Penerimaan  Pajak 
Penghasilan (PPh) 
Pasal 21 di KPP 
Pratama Bitung 









tidak kena pajak 
(PTKP) tahun 























kena pajak (PTKP) 
dan jumlah wajib 
pajak efektif terhadap 
penerimaan PPh Pasal 
21 
 
Metode Penelitian : 
Kuantitatif 
 
Sampel :  
Penerimaan  Pajak 
Penghasilan (PPh) 
Pasal 21 di KPP 
Pratam Serang setiap 
















21. Selain itu, ada 

































Metode Penelitian : 
Kuantitatif dengan 
pendekatan deskriptif 
Sampel : data jumlah 




dan data realisasi 
penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 
periode 2010-2012 
dari 10 KPP di 
lingkungan Kantor 
Wilayah DJP Jawa 




































Pasal 21 Badan Pada 
KPP Pratama Kedaton 
Di Bandar Lampung 
 





dan Jumlah Wajib 
Pajak Badan pada 
KPP Pratama   






















Kena Pajak (PTKP) 
Terhadap Penerimaan 
Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 21 di 
Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Lubuk 
Pakam 
 




Penerimaan  Pajak 
Penghasilan (PPh) 








Alat Analisis : 
Analisis Deskriptif 
Hasil Penelitian : 
Penerimaan Pajak 
Penghasilan 






















C. Kerangka Pemikiran 
Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016), yang dimaksud dengan 
kerangka berfikir adalah sebagai berikut: “Kerangka berfikir merupakan 
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 
faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. 
 
1. Pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mempengaruhi penerimaan PPh 
Wajib Pajak Orang Pribadi melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi 
tertentu. Keberadaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebenernya 
adalah untuk memberikan keringanan kepada penduduk berpenghasilan 
rendah (redistribusi pendapatan). Namun keringanan ini harus mengacu 
kepada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi pada 
masyarakat kelas bawah. Keputusan untuk merubah Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) yang ideal berapa besar, dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Ramli, 2006). 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah factor pengurang 





pajak dalam negri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang 
menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak Indonesia 
(Salim, Michel, 2013). Dengan demikian, maka Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
21, besar kecilnya peranan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam 
mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tergantung pada 
tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang digunakan.  
 
2. Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21 
Kepatuhan menurut KBBI berarti ketaatan, sedangkan menurut 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu kondisi yang menuntut 
keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela 
system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri 
kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam 
membayar dan melaporkan pajaknya 
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk 
melaksanakan semua kewajiban hak memenuhi hak perpajakannya sesuai 
dengan aturan yang berlaku Wijoyanti, Mayang (2010). Kriteria Wajib 
Pajak yang sadar dalam sistem selft-assessment tentu akan melaksanakan 
kewajiban perpajakannya sesuia aturan yang berlaku. Artimya wajib pajak 





sendiri formulir SPT menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak 
penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus, 
serta menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri 
tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus (Anggraeni, 2007). 
Penelitian ini sesuai dengan teori Darussalam yang menyebutkan 
apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak tinggi maka dengan sendirinya tentu akan meningkatkan 
penerimaan pajak. Dengan demikian, maka Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 
21 (Rahmawati, Kusnandi, & Ariningrum, 2016).  
 
3. Pengaruh wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 
Wajib pajak adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, 
termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu” (Resmi, Siti, 
2011). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
26/PJ.2/1988 Tentang Kriteria WP Efektif Dan WP Non Efektif, yang 
dimaksud dengan WP efektif adalah sebagai berikut: “WP yang 
memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban 
menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya”. 
Menurut Nasution, Chairuddin Syah (2003) , menyatakan  bahwa 





yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup 
tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi 
pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh 
masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. 
Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih 
mengingatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang 
telah memenuhi syarat memiliki NPWP maupun bagi badan usaha yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Dengan demikian dapat disusun kerangka pemikiran yang tersaji 

















Penghasilan Pasal 21 
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Perubahan Tarif Penghasilan 
Tidak Kena Pajak 
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Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
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Gambar 2.1, kerangka fikir penelitian yang menjelaskan adanya 
hubungan variabel independen (Perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak, 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan jumlah wajib pajak efektif) 
terhadap variabel dependen (Penerimaan pajak penghasilan pasal 21) baik 
secara parsial maupun simultan. 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis Menurut Sugiyono (2013 : 134) yang dimaksud dengan hipotesis 
adalah sebagai berikut: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". 
Mengacu pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah 
diuraikan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H₁ : Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh positif 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
H₂ : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap 
Penerimaan  Pajak Penghasilan Pasal 21 
H₃ : Jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh positif terhadap Penerimaan 







A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2016) Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, 
karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi 
sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode 
positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai 
metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 
konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga 
disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan 
dikembangkan berbagai iptek baru. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 
yang terletak di Jalan Kolonel Sugiono No.05 Kota Tegal Provinsi Jawa 
Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan 
bahwa lokasi tersebut tepat untuk dijadikan objek penelitian dan kemudahan 











C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi menurut Sugiyono (2016) adalah dalam penelitian kuantitatif, 
populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Kota Tegal yang berjumlah 349.172 wajib pajak orang pribadi. 
2. Sampel 
Sekaran, (2006:21) mengatakan sampel merupakan sebagian dari 
populasi. Berdasarkan jumlah populasinya, sebesar 349.172 responden 
(Wajib Pajak Orang Pribadi) maka jumlah sampel akan dihitung melalui 
penerapan rumus Slovin sebagai berikut. 
n = 
 
     
 
Dimana : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 









Berdasarkan rumus diatas, diketahui sebesar 349.172 wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota 
Tegal. Sedangkan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10% (0,1) 
sehingga diperoleh : 
n =
       
       (   )   
 
n =
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n =
       
          
 
=100 
Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 
responden wajib pajak orang pribadi. Adapun teknik pengambilan sampel 
(teknik sampel) menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan 
sampel secara acak yaitu pada 35 kuesioner wajib pajak orang pribadi 
Kota Tegal, 35 wajib pajak orang pribadi Kabupaten Tegal, dan 30 wajib 
pajak orang pribadi Kabupaten Brebes. 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut: “Operasional 
variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 








1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian 
utama peneliti Uma, Sekaran (2006). Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
Penerimaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sumber utama suatu 
Negara dalam menunjang tujuan pemerintah yang termasuk dalam 
suatu penghasilan diantaranya berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, maupun dalam bentuk apapun sehubungan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 
pribadi (Mardiasmo, 2013). 
b. Variabel Independen (X) 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 
variabel terikat, baik secara positif atau negative. Variabel 
Independen dalam penelitian ini meliputi : 
1) Penghasilan tidak kena pajak (X₁) 
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah 
penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Untuk menghitung 
besarnya Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri, 
penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (Siti Resmi, 2013). Penghasilan tidak kena pajak 
dapat diukur dengan indikator : Representasi kebutuhan dasar, 





pajak. Pengembangan dan penggunaan alat ukur penelitian 
terhadap variabel ini adalah 5 item pertanyaan dengan 5 poin 
skala Interval. Kriteria, penilaian yaitu: nilai 1 untuk sangat tidak 
setuju (STS), nilai 2 untuk tidak setuju (TS), nilai 3 untuk kurang 
setuju (KS), nilai 4 untuk setuju (S), dan nilai 5 untuk sangat 
setuju (SS).    
 
2) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X₂) 
Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu kepatuhan 
dimana masyarakat sebagai wajib pajak berada dalam keadaan 
tahu, mengerti, bertanggung jawab dan tidak merasa dipaksa 
dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Sulistyowati 
2012). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator : 
Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu, 
Wajib pajak melaporkan SPT Masa PPh dengan tepat waktu, 
Wajib Pajak menghitung pajak berdasarkan sistem self 
assestment, Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak atau 
melunasi pajak terutang, Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 
Mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya 
pajak terutang yang sebenarnya. Pengembangan dan penggunaan 
alat ukur penelitian terhadap variabel ini adalah 5 item pertanyaan 
dengan 5 poin skala Interval. Kriteria, penilaian yaitu: nilai 1 





nilai 3 untuk kurang setuju (KS), nilai 4 untuk setuju (S), dan nilai 
5 untuk sangat setuju (SS).    
 
3) Jumlah wajib pajak efektif (X₃) 
Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban 
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagaimana mestinya. Wajib 
Pajak Efektif dapat diukur dengan indicator : Melakukan 
pembayaran pajak, Memenuhi kewajiban menyampaikan surat 
pemberitahuan (SPT) Masa dan atau surat pemberitahuan (SPT) 
Tahunan, Memiliki NPWP, Mendaftarkan diri pada kantor DJP 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Pengembangan 
dan penggunaan alat ukur penelitian terhadap variabel ini adalah 
5 item pertanyaan dengan 5 poin skala Interval. Kriteria, penilaian 
yaitu: nilai 1 untuk sangat tidak setuju (STS), nilai 2 untuk tidak 
setuju (TS), nilai 3 untuk kurang setuju (KS), nilai 4 untuk setuju 
















2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen 
dan independen, yaitu : 
 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
 





















2. Wajib Pajak 
berpenghasil























 Wajib Pajak 
melaporkan 
SPT Masa PPN 
dengan tepat 
waktu 
 Wajib pajak 
melaporkan 




























































 Mengisi SPT 
dengan lengkap 




























































































pajak PPh Final 

























 2. Ukuran 
Penerimaan 
Pajak 
 Jumlah pajak 
penghasilan 





















E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dibagi menjadi 2 diantaranya : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian di lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
memperoleh data primer yang diperoleh melalui : 
a. Observasi 
Menurut Creswell dalam Sugiyono (2013 : 235), observasi 
merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama 
dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. 
b. Kuesioner 
Menurut Sugiyono (2013 : 230), kuesioner  merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 







2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang 
dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan 
serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam 
rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai 
pembanding dengankenyataan di lapangan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik data primer. Data primer yang diperoleh dari responden melalui 
kuesioner/angket yang dibagikan secara langsung pada kantor KPP Pratama 
Tegal dan Wajib Pajak Badan sebagai objek penelitian. Data tersebut lalu 
diolah, disajikan, dan dianalisa untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
 
F. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 
ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis 
berupa uji simultan dan uji parsial, serta koefisien determinasi. 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data 
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar devisiasi, maksimum, 







2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 
Menurut Trenggonowati (2009) validitas adalah indeks yang 
menunjukan sejauh mana perbedaan yang didapatkan melalui alat 
pengukur mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara 
responden yang diteliti. Peneliti biasanya tidak tahu persis tentang 
perbedaan itu kecuali jika peneliti mempunyai pengetahuan yang 
mendalam tentang tentang hal tersebut. Untuk melihat ini maka ada 
dengan jenis-jenis relevansi pengukuran yaitu : isi (content), berkaitan 
dengan kriteria (criteria-related), konstruks (construct). Pengukuran 
valid atau tidaknya dilakukan dengan mengkorelasikan anatara skor 
item dengan skor total item. Semua item dikatanan valid jika 
berkolerasi signifikan terhadap skor total di taraf signifikan sebesar 
0,025%. 
b. Uji Reabilitas 
Uji reabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu 
alat pengukur dapat dipercaya. Reabilitas alat pengukur gejala sosial 
biasanya dinyatakan dengan indeks kolerasi (indeks r). indeks kolerasi 
ini menunjukan sejauh mana pengukuran pertama dan pengukuran 
ulang mempunyai kolerasi. Perhitungan reabilitas harus dilakukan 






Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 
reabilitas dari pertanyaan adalah dengan menggunakan koefisien 
cronbachalpha. Dengan cara pengambilan keputusan melihat nilai dari 
cronbach alpha, suatu instrument pertanyaan dinyatakan reliabel jika 
cronbach alpha> 0,6  
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali, (2006) dalam Sari (2015) Uji normalitas data 
bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable 
independen dan variable dependen atau keduanya memiliki distribusi 
normal atau tidak. Deteksi uji normalitas ditentukan dengan 
menggunakan grafik histogram dan normal probability plot. Uji 
normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 
regresi (variable dependen atau variable independen atau pun 
keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian 
normalitasdata dalam penelitian ini menggunakan metode 
Kolmogorov-Smirnov. Data penelitian dikatakan berdistribusi normal 
jika nilai Asymp. Sig (1-tailed) lebih besar dari pada level of 
significant yang dipakai yaitu 0,025. Nilai probabilitas Asymp. Sig. (1-
tailed) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,566. 
Karena nilai pada uji KolmogorovSmirnov lebih besar dari tingkat 
kekeliruan 2,5% (0,025), maka disimpulkan bahwa model regresi 






b. Uji Multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2013) dalam Sari (2015) Uji Multikolinearitas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai 
cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas 
ialah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Artinya 
apabila nilai VIF diatas 10, maka antar variabel independen terjadi 
multikolinearitas dan jika nilai VIF dibawah 10, maka antar variabel 
ndependen tidak terjadi multikolinearitas. 
 
c. Uji Heterokedastisitas 
Menurut Suliyanto (2005 : 74), model dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas jika nilai Sig. > 0,025. Hasil korelasi yang 
diperoleh memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang 
muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak 
terjadi heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh nilai  signifikansi 
(Sig) dari masing-masing korelasi variabel independen yaitu 0,446 
dan 0,183 masih lebih besar dari 0,025. 
 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ataupun 
mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa 





hipotesis menggunakan model analisis regresi linier berganda untuk 
memperoleh gambaran menyeluruh berkenaan dengan pengaruh variabel 
penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 
jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 
21 sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut : 
  
Keterangan : 
Y                =   Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
α                 =   Konstanta 
β1  β2 β3    =   Koefisien regresi variabel X₁, X₂, X₃ 
X₁               =   Penghasilan Tidak Kena Pajak 
X₂               =    Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
X₃               =    Jumlah Wajib Pajak Efektif 
 
5. Pengujian Hipotesis 
a. Uji t 
Uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji 
pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial 
terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 
dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,025. Jika nilai 
probability t < 0,025 maka Ha diterima, sedangkan jika nilai 
probability t > 0,025 maka Ha ditolak (Syarifudin dkk, 2017). 
 





b. Uji f 
Uji f merupakan pengujian secara simultan atau menyeluruh untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara 
variabel independen. Signifikan tidaknya pengaruh variabel 
independen secara simultan terhadap variabel dependen dilakukan 
dengan melihat probilitas (nilai Sig.) dari F ratio seluruh variabel 
bebas pada taraf uji α=2,5% (Fitriani,2013). 
 
c. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 
R² berkisar antara 0-1. Apabila nila R² semakin mendekati 0 maka 
pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen 
semakin kecil namun sebaliknya nilai R² semakin mendekati 1 maka 
pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Tegal 
Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni pemerintah mendirikan Kantor 
Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DPJ Drs.Soejono 
Brotodihardjo. Dengan Wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan 
Pekalongan meliputi wilayah Karesidenan Pekalongan termasuk Kabupaten 
Tegal dan Brebes, sementara untuk Kotamadya pada saat itu belum 
terbentuk.  
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, seiring dengan 
perkembangan perekonomian di kedua daerah tersebut memiliki usaha 
untuk menggali potensi pajak terus di galakkan. Pada saat itu Kabupaten 
Tegal baik hingga sekarang ini tidak hanya terkenal dengan produksi gula 
tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal 
juga dikembangkan pertanian bawang putih yang lokasinya berada di sekitar 
daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten Brebes yang 
memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan 






Didukung dengan adanya kondisi yang memungkinkan untuk 
berkembang, seiring dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat maka 
Dirjen Pajak mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi 
Kantor Inspeksi Tegal. Hingga pada akhirnya tahun 1970 Menteri Keuangan 
memberikan persetujuan untuk meningkatkan stastus sebagai Kantor 
Inspeksi Pajak Tegal yang diresmikan oleh Dirjen Pajak Drs.Sutadi 
Sukarya. Untuk sementara waktu pimpinan kantor dijabat oleh Bapak 
Soeryodiningrat yang meragkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. 
Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh Dirjen 
Pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang 
pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh:  
a. Drs. H. Amron Loebis  
b. Drs. C. B. Noibarnu  
c. Drs. Soeharto  
d. Drs. Sampurna Ribudi  
e. Drs. H. Soemartoyo  
f Drs. Djangatas Karo Karo  
g. Drs. Suwandi  
h. Asrosi Chusnan, S.H  
i. Abdurochim, S.H, M.M  
j. Drs. Wiwit Mudjikan  
 
Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah 





Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 
tanggal 25 Maret 1898 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, 
diatur tentang perubahan penamaan dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen 
Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan. Dirjen Pajak juga 
mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama 
bagi wajib pajak. 
Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan system administrasi 
perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 
tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebagai 
KDL Tingkat I dan Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami 
perpindahan lokasi. Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara 
di Jalan Dr. Sutomo hingga saat ini berada di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 
5 Kota Tegal 
 
2. Visi, Misi dan Nilai KPP Pratama Tegal  
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tegal memiliki visi dan misi sebagai berikut:  
Visi KPP Pratama Tegal yaitu Menjadikan KPP yang handal, inovatif, 





Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang 
sadar dan patuh pajak. Motto KPP Pratama Tegal adalah Melayani dengan 
prima, profesional, ramah, intergritas,mudah, dan akurat. 
Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai, antara lain:  
a. Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan 
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 
b. Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 
c. Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan. 
d. Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, 
akurat, dan aman.  
e. Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala 
bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.  
 
3. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam 
koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur lalu 
lintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. KPP 
Pratama Tegal memiliki luas wilayah kerja sekitar 458.339 km yang terdiri 
dari tiga daerah meliputi : 





b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. 
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes. 
Dengan batasan wilayah sebagai berikut:  
a. Laut Jawa sebagai batas wilayah utara. 
b. Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah selatan. 
c. Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah timur. 
d. Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah barat. 
Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari:  
a. Pertanian, antara lain: 
1) Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, 
bawang putih di sekitar Gunung Slamet Kabupaten Tegal. 
2) Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes untuk memasok pabrik 
gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan Banjaratma 
(Kabupaten Brebes). 
b. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang 
meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. 
c. Pengecoran logam merupakan home industry di daerah Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. 
d. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal.  
 
4. Struktur Organisasi  
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 





Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi di KPP Pratama Tegal sebagai 
berikut : 
Gambar 4.1 


















Sumber : KPP Pratama Tegal 
 
Seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya KPP Pratama 





































































a. Kepala Kantor 
b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
c. Sekretariat  
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
e. Seksi Pelayanan  
f. Seksi Penagihan  
g. Seksi Pemeriksaan 
h. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 
k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III  
l. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV  
m. KP2KP Bumiayu 
n. Kelompok Fungsional Pemeriksa 
 
B. Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Tegal, Populasi 
dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 
pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal yang berjumlah 
349.172 wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan metode pengambilan 
sampel yaitu menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini 
100 responden wajib pajak orang pribadi. Adapun teknik pengambilan 
sampel (teknik sampel) menggunakan teknik random sampling yaitu 





orang pribadi Kota Tegal, 35 wajib pajak orang pribadi Kabupaten Tegal, 
dan 30 wajib pajak orang pribadi Kabupaten Brebes. Distribusi mengenai 
penyebaran kuesioner disajikan dalam table sebagai berikut : 
 
Tabel 4.2 
Distribusi Penyebaran Kuesioner 
No Kuesioner Jumlah Presentase 
1 Kuesioner yang dikirim 100 100% 
2 Kuesioner yang kembali 100 100% 
Sumber : Olah Data Tahun 2020 
Dari 100 (100%) kuesioner yang disebar, 100 (100%) kuesioner 
diterima kembali. Dari kuesioner yang kembali, data yang diperoleh 
nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis. 
 
1. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin 
Pembagian responden berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi dua 
yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut deskripsi jumlah responden 
berdasarkan jenis kelamin : 
 
Tabel 4.3 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Keterangan Jumlah Presentase 
Laki-Laki 60 60% 
Perempuan 40 40% 
Total 100 100% 





Data table di atas di peroleh informasi bahwa mayoritas responden 
sekitar 60 atau 60% berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sekitar 40 atau 
40% berjenis kelamin perempuan. 
 
2. Deskripsi responden berdasarkan lokasi tempat tinggal 
Tabel dibawah ini adalah gambaran responden berdasarkan tempat 
tinggal, pembagian responden berdasarkan tempat tinggal dibagi menjadi 3 
kelompok yaitu 35 wpop dari kabupaten tegal, 35 wpop dari kota tegal, 30 
wpop dari kabupaten brebes. 
 
Tabel 4.4 
Deskripsi Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal 
Keterangan Jumlah Presentase 
Kota Tegal 35 35% 
Kabupaten Tegal 35 35% 
Kabupaten Brebes 30 30% 
Total 100 100% 
Sumber : Olah Data Tahun 2020 
 
Dari table data diatas diperoleh informasi bahwa responden sebanyak 
35 atau 35% dari Kota Tegal, 35 atau 35% dari Kabupaten Tegal, 30 atau 










3. Deskripsi responden berdasarkan Pendidikan 
Berikut table dibawah ini adalah gambaran responden berdasarkan 
pendidikan terakhir. Pembagian responden berdasarkan latar belakang 




Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Keterangan Jumlah  Presentase 
SMA 25 25% 
Diploma 35 35% 
S1 40 40% 
Total 100 100% 
 
Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa mayoritas responden 
sebanyak 40 atau 40% responden pendidikan S1, kemudian 35 atau 35% 
responden pendidikan Diploma, Lalu responden yang memiliki pendidikan 
terakhir SMA 25 atau 25% . 
 
4. Uji Statistik Deskriptif 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penghasilan tidak 
kena pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jumlah wajib pajak efektif, 










Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penghasilan tidak 
kena pajak 
100 10 25 19,32 2,696 
Kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi 
100 10 25 19,68 2,726 
Jumlah wajib pajak 
efektif 




100 10 25 19,09 3,568 
Valid N (listwise) 100     
Sumber : Outp ut SPSS 23 
 
Dari tabel diatas menjelaskan bahwa variabel penghasilan tidak kena pajak 
memiliki minimum responden sebesar 10 dan maximum responden sebesar 25, 
dengan rata-rata 19,32 dan standar deviation sebesar 2,696. Variabel kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi memiliki minimum 10 dan maximum responden 25, 
dengan rata-rata 19,68 dan standar deviation 2,726.  Variabel jumlah wajib pajak 
efektif memiliki minimum responden 10 dan maximum responden 25, dengan 
rata-rata 17,16 dan standar deviation 3,145. Variabel pajak penghasilan pasal 21 
memiliki minimum responden 10 dan maximum 25 responden, dengan rata-rata 








5. U ji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur saah atau valid tidaknya 
suatu kuesioner. Sebuah indikator atau pertanyaan dikatakan valid jika R 
hitung lebih besar dari pada R tabel. Hasil uji validitas dengan nilai 
signifikan sebesar 0,025 atau 2,5% dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.7 
Uji Validitas 
Variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak 
 
Kode Item R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,352 0,308 VALID 
 2 0,382 0,308 VALID 
3 0,485 0,308 VALID 
4 0,515 0,308 VALID 
5 0,452 0,308 VALID 
 
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
 
Kode Item R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,358 0,308 VALID 
2 0,408 0,308 VALID 
3 0,457 0,308 VALID 





5 0,373 0,308 VALID 
 
Variabel Jumlah Wajib Pajak Efektif 
 
Kode Item R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,389 0,308 VALID 
2 0,339 0,308 VALID 
3 0,312 0,308 VALID 
4 0,311 0,308 VALID 
5 0,422 0,308 VALID 
 
Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 
 
Kode Item R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,578 0,308 VALID 
2 0,666 0,308 VALID 
3 0,700 0,308 VALID 
4 0,800 0,308 VALID 
5 0,328 0,308 VALID 
Sumber : Output SPSS 23 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung 
lebih besar dari pada R tabel pada jumlah sampel (N) sebanyak 100 dan 
nilai signifikan sebesar 0,025. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
data yang di uji dalam penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan 






b. Uji reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukuran kestabilan dan konsistensi 
responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang 
merupakan suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. 
Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha 
> 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.8 
Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Cronbach’s 
alpha 
Standar Keterangan 
X1 0,712 0,70 Reliabel 
X2 0,774 0,70 Reliabel 
X3 0,814 0,70 Reliabel 
Y 0,899 0,70 Reliabel 
Sumber : Output data SPSS 23 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa seluruh nilai Cronbach’s 
alpha lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data 
yang diuji dalam penelitian reliabel atau konsisten, sehingga dapat 












6. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiiki distribusi normal. Model 
regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati 
normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi norml atau tidak 
dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-
S), jika nilai signifikan atau Asymp. Sig < 0,025 maka data berdistribusi 












Sumber : Output data SPSS 23 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,33263422 
Most Extreme Differences Absolute ,076 
Positive ,054 
Negative -,076 
Test Statistic ,076 
Asymp. Sig. (1-tailed) ,083
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 





Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. 
(1-tailed) sebesar 0,083 lebih besar dari 0,025. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (dependen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Apabila terdapat variabel independen yang saling 
berkorelasi, dapat dikatakan variabel tersebut tidak ortogonal. 
Multikolonieritas juga dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan (b) VIF 
(Variane Inflation Factor). Dengan demikian, nilai tolerance yang 
rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai 
cutoff yang umumnya dipakai untuk melanjutkan adanya 
multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 
















Sumber : Output data SPSS 23 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan tidak ada variabel independen 
yang memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10, sehingga 
diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada data 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
c. Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada grafik scatterplot. Grafik scatterplot dapat dilihat pada 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,963 1,972  -,996 ,322   
TOTALX1 ,409 ,113 ,309 3,617 ,000 ,610 1,638 
TOTALX2 ,275 ,109 ,210 2,517 ,014 ,638 1,568 
TOTALX3 ,451 ,091 ,398 4,977 ,000 ,697 1,434 










Sumber : Output SPSS 23 
 
Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas 
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak menunjukan pola tertentu 
atau acak, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
 
d. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Peelitian ini 





program SPSS 23. Hasil perhitungan regresi linear berganda adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.12 
Regresi Linear Berganda 
 
Sumber : Output SPSS 23 
 
Berdasarkan tabel tersebut dengan memperlihatkan angka yang 
berada pada Unstandardized Coefficients beta, maka dapat disusun 
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
Y= -1,963 + X1 0,409 + X2 0,275 + X3 0,451 + e 
Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar -1,963 berarti bahwa tanpa adanya variabel 
penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib pajak orang priadi, 
jumlah wajib pajak efektif maka penerimaah pajak penghasilan pasal 
21 adalah sebesar -1,963 
b. Koefisien regresi untuk variabel penghasilan tidak kena pajak sebesar 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,963 1,972  -,996 ,322   
TOTALX1 ,409 ,113 ,309 3,617 ,000 ,610 1,638 
TOTALX2 ,275 ,109 ,210 2,517 ,014 ,638 1,568 
TOTALX3 ,451 ,091 ,398 4,977 ,000 ,697 1,434 





peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal sebesar 0,409. 
c. Koefisien regresi untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
sebesar 0,275 artinya setiap variabel kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan 
peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama 
Tegal sebesar 0,275. 
d. Koefisien regresi untuk variabel jumlah wajib pajak efektif sebesar 
0,451 artinya setiap variabel jumlah wajib pajak efektif mengalami 
peningkatan, maka akan menyebabkan peningkatan penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal sebesar 0,451. 
  
7. Hasil Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik F (uji simultan) 
Uji statistik f untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel 
independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. jika 
nilai signifikan f < 0,025 maka hipotesis diterima. Hal ini 
mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-
sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. lalu 
sebaliknya jika nilai signifikan f > 0,025 maka hipotesis di tolak. Hal ini 
mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-













Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 721,513 3 240,504 42,861 ,000
b
 
Residual 538,677 96 5,611   
Total 1260,190 99    
a. Dependent Variable: TOTALLY 
b. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1 
Sumber : Output SPSS 23 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig. adalah 0,000 lebih 
kecil dari 0,025 maka hipotesis diterima. Maka artinya terdapat pengaruh 
secara simultan antara penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi, jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21. 
b. Uji Statistik T (uji parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh 
dari satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian 
dengan menggunakan signifikansi level 0,025 (α = 2,5%). Adapun 
kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut : 
1. Jika nilai signifikansi < 0,025 maka hipotesis diterima (koefisien 
regresi signifikan). Hal ini menunjukan bahwa variabel 





2. Jika nilai signifikansi > 0,025 maka hipotesis ditolak (koefisien 
regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan variabel dependen 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Statistik T (uji parsial) 
Sumber : Output SPSS 23  
 
Dari tabel diatas, maka hasil pengujian hipotesis adalah sebagai 
berikut : 
1. Variabel penghasilan tidak kena pajak memiliki nilai koefisien 
yang bertanda positif 0,409 dan nilai signifikansi 0,000. Maka 
dapat disimpulkan bahwa variabel penghasilan tidak kena pajak 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini di buktikan dengan 
nilai signifikan 0,000 < 0,025 atau hipotesis diterima. 
2. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai 
koefisien regresi sebesar 0,275 dengan nilai signifikan 0,014. Maka 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,963 1,972  -,996 ,322   
TOTALX1 ,409 ,113 ,309 3,617 ,000 ,610 1,638 
TOTALX2 ,275 ,109 ,210 2,517 ,014 ,638 1,568 
TOTALX3 ,451 ,091 ,398 4,977 ,000 ,697 1,434 





pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 21. Hal ini di buktikan dengan nilai 
signifikan 0,014 < 0,025 atau hipotesis diterima. 
3. Variabel jumlah wajib pajak efektif memiliki nilai koefisien regresi 
sebesar 0,451 dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel jumlah wajib pajak efektif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. Hal ini di buktikan dengan nilai signifikan 
0,000 < 0,025 atau hipotesis diterima. 
 
c. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi pada hakektnya mengukur seberapa besar 
kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat 
pada variabel dependen. Nilai R
2
 terletak antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). 
Koefisien determinasi dapat dihiitung untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Jika proses 
mendapatkan R
2
 yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R
2
 rendah 
bukan berarti model regresi jelek. 
Tabel 4.15 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,757
a
 ,573 ,559 2,369 
a. Predictors: (Constant), TOTALX3, TOTALX2, TOTALX1 
b. Dependent Variable: TOTALLY 





 Berdasarkan tabel 4.15 diatas, didapat nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,559 atau 55,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dipengaruhi oleh 
variabel penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi, jumlah wajib pajak efektif sebesar 55,9 %. Sedangkan sisanya 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu hasil 
penelitian sebagai berikut : 
1. Penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal. 
Berdasarkan uji t variabel penghasilan tidak kena pajak diperoleh 
hasil dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,025 maka 
penghasilan tidak kena pajak berpengaruh positif secara parsial 
berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP 
Pratama Tegal. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Megawani Lewa, Lintje Kalangi & Winston Pontoh, 2018) yang 
menyatakan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh parsial terhadap 
penghasilan tidak kena pajak lalu semakin positif penghasilan tidak 
kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21, maka 





sebaliknya semakin negatif penghasilan tidak kena pajak terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21, maka semakin rendah tingkat  
penermaan pajak penghasilan pasal 21. 
 
2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal. 
Berdasarkan uji t variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,014 lebih kecil dari 0,025 
maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif secara 
parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putih Rahmawati, Kusnadi 
& Hardini Ariningrum 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan 
dengan nilai t-hitung sebesar  2,161  dan value sebesar 0,043. 
Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulakan bahwa semakin 
tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka akan meningkatkan 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21. 
 
3. Jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Kota Tegal. 
 Hasil dari uji t variabel jumlah wajib pajak efektif diperoleh 
hasil dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,025 maka tarif 
pajak berpengaruh positif secara parsial berpengaruh terhadap 





Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Wati Aris, Astuti 
Heru Rusdianto, 2013)) berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 
menyatakan bahwa jumlah wajib pajak efektif memiliki pengaruh yang 
signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 







BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai perubahan 
penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, jumlah 
wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang 
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Variabel penghasilan tidak kena pajak secara parsial berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal. 
Dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,25 atau hipotesis diterima. 
2. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Tegal. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,014 < 0,25 atau hipotesis 
diterima. 
3. Variabel jumlah wajib pajak efektif secara parsial berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan 











Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka terdapat beberapa hal yang 
perlu untuk diperhatikan dan menjadi saran dari penelitian ini yaitu : 
1. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal harus lebih 
giat untuk mengajak masyarakat yang berpotensi pajak untuk taat dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. 
2. Penulis menyarankan agar KPP Pratama Tegal, diperbanyak kembali 
penyuluhan mengenai perubahan-perubahan peraturan yang telah 
disahkan oleh pemerintah khususnya untuk penelitian ini terkait dengan 
kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan upaya KPP Pratama 
Tegal agar tetap meningkatkan jumlah Wajib Pajak efektif, karena 
dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak efektif terutama untuk Wajib 
Pajak yang berstatus membayar pajak atau memiliki penghasilan diatas 
PTKP akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 
3. Untuk pemeritah, agar melakukan pertimbangan yang sebenar benarnya 
ketika akan melakukan kembali perubahan   tarif   Penghasilan   Tidak   
Kena   Pajak (PTKP) karena ini akan berdampak pada pendapatan negara 
untuk kedepanya 
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan ruang lingkup yang 
dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Hal ini dapat dilakukan agar 





satu sama lain dan tidak berpatokan dalam satu objek atau satu tempat 
saja. 
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas atau memperbanyak 
jangkauan penelitian, yaitu dengan menggunakan variable yang lebih 
banyak, agar hasil penelitian dapat di generalisasikan. 
 
C. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan pedoman atau 
panduan, namun demikian peneliti masih memiliki keterbatasan yaitu : 
1. Variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di 
KPP Pratama Tegal dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel 
independen, yaitu penghasilan tidak kena pajak, kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, jumlah wajib pajak efektif. Sedangkan masih ada variabel 
yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP 
Pratama Tegal.  
2. Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan responden 
melalui kuesioner terkadang pendapat responden yang sebenarnya tidak 







Anggraeni. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi 
di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisis Sendiri SPT Tahunannya. 
Unplubished undergraduate thesis. 
Astuti, W. A., & Rusdianto , H. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan 
Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 
Jurnal Riset Ekonomi, 1-17. 
Budiman, A. (1991). Perpajakan Indonesia. Semarang: IKIP Semarang Press. 
Djoko, Muljono. (2010). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. 
Yogyakarta: Andi. 
Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 Terhadap Penerimaan 
PPH 21 Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Vol.1 No.3, 374-382. 
Lewa, M., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Analisis Perubahan Tarif 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 dan Tahun 2016 
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 244-
253. 
Malik, Angeline; Sumarsan, Thomas; Siahaan, Septony B. (2017). Analisis 
perencanaan pajak pada tunjangan karyawan dan pengaruhnya pada 
perhitungan PPh pasal 21 dan PPh badan pada PT Binasahabat Jayatama 
Medan. Journal Article, 1-7. 
Mardiasmo. (2011). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta: Andi. 
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi. 




Nasution, Chairuddin Syah. (2003). Analisis Potensi Dan Pertumbuhan 
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990-2000. 
Journal Article. 
Rahmawati, P., Kusnandi, & Ariningrum, H. (2016). Pengaruh Kepatuhan, 
Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Kedaton Di Bandar 
Lampung. Jurnal Riset Akuntansi dan Manjemen Vol 5, No.2, 146-152. 
Ramli. (2006). Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh dan 
Ekonomi. Jurnal Wawasan Vol. 11 No.3. 
Resmi, Siti. (2011). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 
Resmi, Siti. (2013). Perpajakan, Teori, dan Kasus Edisi 7. Buku 1. Jakarta: 
Penerbit PT Salemba Empat. 
Resmi, Siti. (2017). Perpajakan : Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat. 
Salim, Michel. (2013). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan 
Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 
Barat. E-Jurnal STIE MDP. 
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan Cetakan Kesatu. Bandung: Refika 
Aditama. 
Silaban, J. P. (2015). Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pratama 
Lubuk Pakam. Laporan Tugas Akhir, 1-60. 
Simamora, Patar; Suryaman, Deni. (2015). Pengaruh tingkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 
pada kpp pratama cibinong. Journal Article, 25-31. 




Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 
Susanti, N., & Andi. (2018). Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan PPh Pasal 
21. Jurnal Riset Bisnis Vol 2 N0 1, 32-49. 
Suwiknyo, Edi. (2020, Januari Rabu). Tak Capai Target, Ini Postur Penerimaan 
Kanwil DJP Jateng I. Retrieved from Bisnis.com: 
https://semarang.bisnis.com/read/20200108/535/1188046/tak-capai-target-
ini-postur-penerimaam-kanwil-djp-jateng-i 
Trenggonowati. (2009). Metodologi Penelitian Semarang. Ypgyakarta: BPFE. 
Uma, Sekaran. (2006). Metodologi Penelitian untuk Bisnis Buku 2 Edisi 4. 
Jakarta: Salemba Empat. 
Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. Jakarata: Salemba Empat. 
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba. 
Wijoyanti, Mayang. (2010). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Jakarta Mampang Prapatan. SKRIPSI, UPN "Veteran" Jakarta. 
Wulandari, Rizki. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 















PENGARUH PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN JUMLAH WAJIB 
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Kepada Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi , dengan ini saya 
memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudari untuk memberikan tanggapan atas 
pertanyaan ataupun pernyataan yang disajikan dalam kuesioner penelitian ini. 
Kuesioner ini ditujukan untuk penelitian dan tidak terdapat masksud-maksud 
komersial. Penelitian tersebut dimaksudkan dalam rangka penyusunan skripsi 
sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi strata-1 pada Program Studi 
Akuntansi Universitas Pancasakti Tegal. 
Semoga atas kesediaan/kerelaan Bapak/Ibu/Saudari untuk memberikan 
tanggapan atas perntanyaan atau pernyataan yang disajikan dalam kuesioner 
penelitian ini mendapat balasan dari Tuhan Y.M.E. Pada akhirnya, atass bantuan 







A .  Karakteristik Responden 


















6. Penghasilan Setiap Bulan 
(…) 
 
7. Lokasi Tempat Tinggal 
□ Kota Tegal 
□ Kabupaten Tegal 
□ Luar Kota Tegal 
 
8. Peendidikan Terakhir 








9. Nomor Pokok Wajib Pajak 
(…) 
 
B .  Petunjuk Pengisian 
1. Berilah (√) pada kolom yang disediakan. 
2. Tidak diperkenankan mengosongkan jawaban, seluruh butir harus 
dijawab. 
3. Tidak diperkenankan meenjawab lebih dari satu pilihan jawaban pada 
masing-masing nomo. 
Alternatif jawaban adalah sebagai berikut. Keterangan alternative jawaban: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
C  : Cukup 
TS  : Tidak Setuju 


















C .  Butir Kuesioner 











1. Saya sudah membayar pajak 
yang tercantum dalam SPT 
Masa PPh Pasal 21 
     
2. Saya sudah melakukan 
pembayaran pajak yang 
tercantum dalam SPT Tahunan 
PPh Pasal 21 
     
3. Saya sudah melakukan 
pembayaran pajak sebelum 
diterbitkan surat ketetapan 
pajak PPh Pasal 21 
     
4. Saya sudah membayar pajak 
PPh Final Pasal 21 atas 
honorarium atau imbalan lain 
     
5. Saya tidak pernah melakukan 
kecurangan saat membayar 
pajak 
     
 











1. Saya sudah memiliki NPWP      
2. Saya memahami hak dan 
kewajiban saya sebagai wajib 
pajak maka akan membayar 
dan melaporkan pajaknya 
     
3. Sebagai wajib pajak orang 
pribadi,saya mengetahui 
dengan baik PTKP, PKP, dan 
tarif pajak yang berlaku 
     
4. Saya merasa terbebani atas 
peraturan dasar hukum yang 
mengenai batas PTKP 




5. Saya pernah dikenakan sanksi 
atas keterlambatan membayar 
pajak 
     
 











1. Sebagai wajib pajak, saya telah 
menghitung pajak terutang 
dengan benar dalam SPT masa 
dan tahunan 
     
2. Saya selalu menyetor dan 
melaporkan SPT masa dengan 
tepat waktu setiap bulannya 
     
3. Saya selalu tepat waktu dalam 
menyampaikan SPT Tahunan 
setiap tahunnya 
     
4. Saya bersedia memberikan 
data yang diperlukan dalam 
proses pemeriksaan pajak 
     
5. Saya merasa takut bila 
berhubungan dengan 
pemeriksaan pajak 
     
 











1. Saya mempunyai tempat 
tinggal dan berdomisili di 
Indonesia 
     
2. Saya memiliki usaha atau 
pekerjaan bebas dan 
penghasilannya di atas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) 
     
3. Saya selalu tepat waktu dalam 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan 
     
4. Saya sudah melakukan 
pemenuhan kewajiban 




perpajakan baik berupa 
pembayaran pajak maupun 
penyampaian SPT Masa 
dan/atau SPT Tahunan 
5. Saya tidak pernah dipidana 
karena melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan 

































 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
TOTAL 
X1 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 5 3 3 3 18 
3 3 3 5 2 3 16 
4 4 2 4 4 4 18 
5 5 4 4 4 4 21 
6 4 3 4 4 4 19 
7 4 3 4 4 4 19 
8 3 3 5 4 5 20 
9 2 2 2 2 2 10 
10 4 4 5 5 5 23 
11 4 4 4 2 4 18 
12 4 4 4 4 4 20 
13 3 3 4 5 3 18 
14 3 4 3 3 3 16 
15 3 3 3 3 3 15 
16 3 3 4 4 3 17 
17 3 4 4 5 5 21 
18 4 4 5 5 4 22 
19 3 3 4 4 4 18 
20 4 4 4 3 4 19 
21 3 4 4 4 4 19 
22 3 4 4 4 4 19 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 3 4 4 4 19 
25 4 5 5 5 5 24 
26 3 3 4 4 5 19 
27 4 4 4 5 4 21 
28 3 4 5 4 4 20 
29 5 5 5 4 4 23 
30 5 5 5 5 5 25 
31 5 4 4 5 5 23 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 4 4 1 3 16 
35 3 4 5 5 5 22 




37 5 5 5 5 5 25 
38 4 4 5 4 4 21 
39 4 3 3 4 3 17 
40 2 2 5 5 3 17 
41 3 2 5 5 3 18 
42 2 2 4 4 4 16 
43 2 2 4 4 4 16 
44 3 2 5 5 5 20 
45 3 2 5 4 3 17 
46 3 2 5 4 3 17 
47 2 2 5 4 3 16 
48 2 3 5 4 4 18 
49 3 4 4 5 4 20 
50 3 4 4 5 4 20 
51 3 4 4 5 4 20 
52 3 3 4 4 4 18 
53 3 3 3 3 3 15 
54 5 5 5 5 5 25 
55 4 2 5 3 5 19 
56 5 3 3 4 3 18 
57 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 3 3 3 17 
59 4 3 4 3 4 18 
60 4 4 4 4 4 20 
61 3 3 3 3 4 16 
62 3 4 4 3 4 18 
63 3 3 3 4 4 17 
64 3 3 3 3 3 15 
65 4 4 5 5 5 23 
66 4 4 4 5 4 21 
67 3 2 5 5 5 20 
68 3 3 4 4 4 18 
69 4 2 3 4 4 17 
70 3 2 3 3 4 15 
71 4 4 4 4 4 20 
72 3 4 4 5 4 20 
73 2 2 4 4 4 16 
74 5 5 5 5 5 25 
75 4 3 4 4 4 19 
76 4 4 4 3 4 19 
77 3 4 4 4 4 19 




79 4 4 4 4 4 20 
80 4 3 4 4 4 19 
81 4 5 5 5 5 24 
82 3 4 4 5 4 20 
83 3 4 4 5 4 20 
84 3 3 4 4 5 19 
85 4 4 4 5 4 21 
86 3 4 5 4 4 20 
87 5 5 5 4 4 23 
88 5 5 5 5 5 25 
89 5 4 4 5 5 23 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 1 3 16 
93 3 4 5 5 5 22 
94 4 3 4 4 4 19 
95 5 5 5 5 5 25 
96 4 4 5 4 4 21 
97 4 3 3 4 3 17 
98 2 2 5 5 3 17 
99 3 3 4 4 3 17 






 VARIABEL X2 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
TOTAL 
X2 
1 4 4 4 4 4 20 
2 4 4 5 5 5 23 
3 2 3 4 2 3 14 
4 4 4 4 3 3 18 
5 4 4 4 4 4 20 
6 3 4 4 4 4 19 
7 4 4 3 4 4 19 
8 5 5 5 5 5 25 
9 2 3 2 3 2 12 
10 4 4 5 4 4 21 
11 4 2 4 4 4 18 
12 4 4 4 5 5 22 
13 3 3 5 5 5 21 
14 3 3 3 3 5 17 




16 4 4 5 5 4 22 
17 4 4 4 5 5 22 
18 5 3 3 4 4 19 
19 4 4 4 5 5 22 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 3 4 5 4 4 20 
26 3 4 5 5 4 21 
27 3 4 3 5 3 18 
28 2 4 5 5 4 20 
29 4 4 4 4 3 19 
30 3 5 4 4 4 20 
31 5 4 5 5 5 24 
32 3 4 4 4 4 19 
33 4 4 4 4 4 20 
34 4 4 4 4 3 19 
35 5 5 5 5 5 25 
36 4 4 3 3 4 18 
37 4 5 5 5 5 24 
38 3 4 5 4 4 20 
39 3 4 3 4 5 19 
40 5 4 3 3 3 18 
41 5 4 3 3 3 18 
42 4 4 4 4 4 20 
43 4 4 4 4 4 20 
44 5 5 5 5 3 23 
45 3 3 3 3 3 15 
46 3 3 3 3 3 15 
47 2 2 2 2 2 10 
48 3 2 3 3 3 14 
49 4 4 3 5 4 20 
50 4 4 3 5 4 20 
51 4 4 3 5 4 20 
52 4 4 5 5 4 22 
53 3 3 3 3 3 15 
54 5 5 5 5 5 25 
55 4 5 5 3 4 21 
56 5 3 3 5 4 20 




58 3 3 4 4 4 18 
59 4 3 4 4 4 19 
60 4 4 4 4 4 20 
61 3 2 3 5 3 16 
62 3 3 4 3 3 16 
63 3 3 3 3 3 15 
64 3 3 3 3 3 15 
65 4 3 3 6 6 22 
66 3 4 4 4 4 19 
67 4 4 5 5 5 23 
68 4 4 4 4 3 19 
69 3 4 4 3 3 17 
70 3 4 4 4 4 19 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 3 5 4 20 
73 4 4 4 4 4 20 
74 5 5 5 5 5 25 
75 4 4 3 3 4 18 
76 4 4 4 4 4 20 
77 4 4 4 4 4 20 
78 4 4 4 4 4 20 
79 4 4 4 4 4 20 
80 4 4 4 4 4 20 
81 3 4 5 4 4 20 
82 4 4 3 5 4 20 
83 4 4 3 5 4 20 
84 3 4 5 5 4 21 
85 3 4 3 5 3 18 
86 2 4 5 5 4 20 
87 4 4 4 4 3 19 
88 3 5 4 4 4 20 
89 5 4 5 5 5 24 
90 3 4 4 4 4 19 
91 4 4 4 4 4 20 
92 4 4 4 4 3 19 
93 5 5 5 5 5 25 
94 4 4 3 3 4 18 
95 4 5 5 5 5 24 
96 3 4 5 4 4 20 
97 3 4 3 4 5 19 
98 5 4 3 3 3 18 









 VARIABEL X3 
 JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF   
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
TOTAL 
X3 
1 2 2 2 2 4 12 
2 3 3 3 3 3 15 
3 4 2 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 3 15 
5 3 3 3 3 4 16 
6 4 4 3 4 4 19 
7 3 3 3 3 4 16 
8 4 4 3 4 5 20 
9 2 2 2 2 2 10 
10 4 3 4 4 4 19 
11 4 4 3 4 4 19 
12 3 3 3 4 5 18 
13 3 3 3 3 3 15 
14 3 3 3 3 3 15 
15 4 3 4 3 3 17 
16 3 3 3 3 3 15 
17 3 3 3 3 3 15 
18 2 2 2 2 4 12 
19 4 4 3 4 4 19 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 3 4 3 5 5 20 
25 3 4 5 2 4 18 
26 3 3 3 3 4 16 
27 3 4 3 4 5 19 
28 4 4 4 3 3 18 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 5 4 5 5 23 
31 2 2 4 4 4 16 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
34 3 3 4 3 4 17 
35 5 5 5 5 5 25 




37 3 3 4 2 5 17 
38 4 5 4 4 3 20 
39 3 4 5 4 3 19 
40 2 2 2 2 5 13 
41 2 2 2 2 5 13 
42 2 2 2 2 4 12 
43 2 2 2 2 4 12 
44 3 3 3 3 5 17 
45 2 2 2 2 3 11 
46 2 2 2 2 3 11 
47 2 2 2 2 2 10 
48 2 2 2 2 3 11 
49 3 3 2 3 5 16 
50 3 3 2 3 5 16 
51 3 3 2 3 5 16 
52 3 3 4 4 4 18 
53 3 3 3 3 5 17 
54 5 5 5 5 5 25 
55 4 3 3 4 3 17 
56 3 3 3 3 3 15 
57 4 4 4 4 3 19 
58 4 4 3 4 4 19 
59 3 3 3 3 4 16 
60 4 4 4 4 4 20 
61 2 3 3 3 3 14 
62 3 2 3 3 5 16 
63 3 3 3 3 3 15 
64 3 3 3 3 3 15 
65 4 4 4 3 3 18 
66 4 4 4 4 4 20 
67 4 3 3 3 3 16 
68 4 4 3 3 3 17 
69 4 3 3 3 5 18 
70 3 3 3 4 4 17 
71 4 4 4 4 4 20 
72 3 3 2 3 5 16 
73 2 2 2 2 4 12 
74 3 3 4 2 5 17 
75 4 3 3 3 4 17 
76 4 4 4 4 4 20 
77 4 4 4 4 4 20 




79 4 4 4 4 4 20 
80 3 4 3 5 5 20 
81 3 4 5 2 4 18 
82 3 3 2 3 5 16 
83 3 3 2 3 5 16 
84 3 3 3 3 4 16 
85 3 4 3 4 5 19 
86 4 4 4 3 3 18 
87 4 4 4 4 4 20 
88 4 5 4 5 5 23 
89 2 2 4 4 4 16 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
92 3 3 4 3 4 17 
93 5 5 5 5 5 25 
94 4 3 3 3 4 17 
95 3 3 4 2 5 17 
96 4 5 4 4 3 20 
97 3 4 5 4 3 19 
98 2 2 2 2 5 13 
99 3 3 3 3 3 15 







PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 TOTAL Y 
1 5 5 4 4 4 22 
2 3 4 5 3 4 19 
3 5 4 3 4 3 19 
4 4 4 4 4 4 20 
5 5 5 5 5 5 25 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 3 3 18 
8 5 5 5 5 5 25 
9 2 2 2 2 2 10 
10 4 4 4 4 4 20 
11 5 4 4 4 4 21 
12 4 3 3 4 4 18 
13 4 4 3 4 4 19 
14 4 4 3 3 3 17 




16 4 4 4 4 4 20 
17 4 4 5 4 4 21 
18 4 4 3 3 3 17 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 5 4 4 4 4 21 
22 5 4 4 4 4 21 
23 5 4 4 5 4 22 
24 4 3 4 4 4 19 
25 5 4 3 4 5 21 
26 3 4 4 5 5 21 
27 5 4 2 3 4 18 
28 4 4 4 4 4 20 
29 5 5 5 5 5 25 
30 5 5 2 4 4 20 
31 5 4 4 4 4 21 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
34 3 4 2 2 2 13 
35 5 5 5 5 5 25 
36 5 4 4 4 4 21 
37 5 5 5 5 5 25 
38 3 4 4 4 5 20 
39 4 4 5 3 5 21 
40 4 3 3 3 3 16 
41 3 3 2 2 2 12 
42 2 2 2 2 2 10 
43 2 2 2 2 2 10 
44 2 3 3 4 4 16 
45 3 3 3 2 2 13 
46 3 3 3 2 2 13 
47 2 2 3 4 2 13 
48 3 3 2 2 3 13 
49 4 3 2 3 3 15 
50 4 4 3 3 3 17 
51 4 4 3 3 3 17 
52 5 5 5 5 5 25 
53 3 3 3 3 3 15 
54 5 5 5 5 5 25 
55 4 5 4 3 4 20 
56 5 5 4 3 3 20 




58 4 4 4 4 3 19 
59 4 4 3 4 4 19 
60 4 4 4 4 4 20 
61 3 3 3 3 3 15 
62 4 4 4 4 3 19 
63 4 4 4 4 4 20 
64 3 3 3 3 3 15 
65 5 5 4 4 4 22 
66 4 4 4 4 3 19 
67 3 4 5 5 4 21 
68 3 3 3 3 3 15 
69 4 4 4 3 3 18 
70 4 4 4 4 3 19 
71 4 4 4 4 4 20 
72 4 4 3 3 3 17 
73 2 2 2 2 2 10 
74 5 5 5 5 5 25 
75 5 4 4 4 4 21 
76 4 4 4 4 4 20 
77 5 4 4 4 4 21 
78 5 4 4 4 4 21 
79 5 4 4 5 4 22 
80 4 3 4 4 4 19 
81 5 4 3 4 5 21 
82 4 4 3 3 3 17 
83 4 4 3 3 3 17 
84 3 4 4 5 5 21 
85 5 4 2 3 4 18 
86 4 4 4 4 4 20 
87 5 5 5 5 5 25 
88 5 5 2 4 4 20 
89 5 4 4 4 4 21 
90 4 4 4 4 4 20 
91 4 4 4 4 4 20 
92 3 4 2 2 2 13 
93 5 5 5 5 5 25 
94 5 4 4 4 4 21 
95 5 5 5 5 5 25 
96 3 4 4 4 5 20 
97 4 4 5 3 5 21 
98 4 3 3 3 3 16 




100 4 4 3 3 3 17 
 
